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BAB II 

LANDASAN TEORITIS  

A.  Perceraian. 

1. Pengertian  Perceraian Secara Umum 

Prinsi perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan 

Kekal untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spiritual maupun material karena itu undang-undang juga 

menganut asas atau prinsip mempersukar perceraian. Menurut Pasal 38 UU No. 

1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan dapat putus 

karena kematian atau perceraian atas putusan hakim, Selanjutnya dalam Pasal 

39 UU No. 1 Tahun 1974 disebut dan  juga diatur dalam Pasal 65 UU No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama disebutkan bahwa perceraian dapat 

dilakukan didepan sidang peradilan setelah peradilan yang bersangkutan 

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 

Perceraian hanya dapat dilakukan dengan adanya cukup alasan yang 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan pemerintah, yang dalam 

peraturan pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan disebutkan pada pasal 19 perceraian dapat terjadi 

karena alasan : 
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1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi 

dan sebagainya yang sukar disembuhkan 

2.  Salah satu pihak meningglkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-

turut tanpa ijin pihak lain tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar 

kamampuannya 

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau 

hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung 

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang 

membahayakan pihak lain. 

5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak 

dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri 

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran 

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. 

Alasan dibenarkannya perceraian antara suami/istri yang terikat dalam 

suatu perkawinan dalam Pasal 116 Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum islam tidak hanya alas an sebagaimana disebutkan dalam 

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Akan tetapi ada penambahan alasan, 

yakni sebagai berikut : 

1. Suami melanggar taklik talak 

2. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terajdinya ketidak 

rukunan dalam rumah tangga. dalam ajaran islam perceraian dikenal 
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dengan istilah talak, talak secara harfiah berarti membebaskan seekor 

binatang digunakan dalam sejarah untuk menunjukkan cara yang sah 

dalam mengakhiri suatu perkawinan5 Menurut Pasal 117 Instruksi 

Presiden tentang Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa „talak adalah 

ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang menjadi penyebab 

putusnya perkawinan
47

 

 Dalam ajaran islam, perceraian pada prinsipnya dilarang Ini dapat 

dilihat pada hadits rosullullah Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh 

Abu Daud Ibnu Majah dan Al hakim dari Ibnu Umar yang menyatakan 

bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci 

Allah
48

. 

 Berdasarkan hadis di atas, dengan memiliki kemaslahatan dan 

kemudaratannya maka hukum talak ada empat, yaitu : 

1) Wajib apabila terjadi perselisihan antara dua suami-istri dan kedua 

hakim memandang perlu supaya keduanya bercerai. 

2) Sunnat apabila suami tidak sanggup lagi membayar kewajibannya 

(nafkahnya) dengan cukup, atau perempuan tidak menjaga 

kehormatan dirinya 

                                                           
 

47
M. Hasballah Thalib, Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam, Fakultas 

HukumUniversitas Dharmawangsa, Medan, 1993, hal. 101. 
48

Lihat Ahmad Rofiq,Op.Cit., hal.268-269 
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3) Haram dalam dua perkara : pertama menjatuhkan talak sewaktu si 

istri dalam keadaan haid kedua menyatuhkan talak sewaktu suci 

yang telah dicampurinya pada waktu suci itu. 

4) Makruh yaitu hukum asal dari pada yang tersebut dalam hadits 

rosullulah SAW tersebut di atas yakni perceraian dihalalkan akan 

tetapi dibenci oleh Allah
49

 

2. Pengertian Iddah 

Iddah (Arab: عدة; "waktu menunggu") di dalam agama Islam adalah 

sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, 

baik diceraikan karena suaminya mati atau karena dicerai ketika suaminya hidup, 

untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain
50

 

Kewajiban Suami Isteri Selama „Iddah. Selama masa „iddah belum habis 

maka suami masih mempunyai beberapa kewajiban terhadap istri yang 

dicerai, kewajiban tersebut adalah : 

 - Memberikan belanja, pakaian dan tempat tinggal jika si istri tidak 

durhaka. 

                                                           
 

49
Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Cet. XVII, Attahiriyah, Jakarta, 1976, hal. 380 

50 https://id.wikipedia.org/wiki/Iddah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab
https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
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 - Memberikan nafkah dan tempat tinggal untuk isteri yang masih 

dalam „iddah ṭalāq bain dalam keadaan hamil dan hanya member 

nafkah jika si isteri tidak hamil. Adapun kewajiban istri selama 

masa „iddah adalah : Wajib tinggal dirumah yang disediakan 

suami yang menceraikan sebagaimana firman Allah Swt. 

                     

                 

                  

               

         

 Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu Maka 

hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat 

(menghadapi) iddahnya (yang wajar)[1481] dan hitunglah waktu 

iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah 

kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah 

mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan 

perbuatan keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, 

Maka Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya 
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sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah Mengadakan 

sesudah itu sesuatu hal yang baru[1483].
51

 

Iddah menurut bahasa berasal dari kata “ al-‘udd ” dan “ al-

Ihsha’ ” yang berarti bilangan atau hitungan, misalnya bilangan harta 

atau hari jika dihitung satu per satu dan jumlah keseluruhanya. Firman 

Allah dalam Al-qur‟an : 

                      

                     

                    

            

 Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas 

bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan 

bumi, di antaranya empat bulan haram,Itulah (ketetapan) agama yang 

                                                           
 

51
 [1481] Maksudnya: isteri-isteri itu hendaklah ditalak diwaktu suci sebelum 

dicampuri. tentang masa iddah Lihat surat Al Baqarah ayat 228, 234 dan surat Ath 

Thalaaq ayat 4. 

[1482] Yang dimaksud dengan perbuatan keji di sini ialah mengerjakan 

perbuatan-perbuatan pidana, berkelakuan tidak sopan terhadap mertua, ipar, besan dan 

sebagainya. 

[1483] Suatu hal yang baru Maksudnya ialah keinginan dari suami untuk rujuk 

kembali apabila talaqnya baru dijatuhkan sekali atau dua kali. 
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lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya dirikamu dalam bulan yang 

empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana 

merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya 

Allah beserta orang-orang yang bertakwa.(QS.At-Taubah (9): 

Menurut istilah  Fuqaha’ Iddah berarti masa menunggu wanita 

sehingga halal bagi suami lain
52

.dari pengertian diatas kami dapat 

pengambil kesimpulan bahwa Iddah  ialah masa menanti atau 

menunggu yang diwajibkan atas seorang perempuan yang diceraikan 

oleh  suaminya (cerai hidup atau cerai mati), tujuannya, guna atau 

untuk mengetahui kandungan perempuan itu berisi (hamil) atau 

tidak
53

, serta untuk menunaikan satu perintah dari Allah SWT. 

Seorang perempuan yang sedang dalam masa iddah 

disebut mu‟taddah. Iddah sendiri menjadi 2, yaitu perempuan yang 

ditinggal mati oleh suaminya (mutawaffa „anha) dan perempuan yang 

tidak ditinggal mati oleh suaminya (ghair mutawaffa „anha)54.  

                                                           
 

52 Prof. Dr. Abdul Aziz M. Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, Fiqih 

Munakahat (khitbah, nikah, dan talak), (Jakarta : AMZAH, 2009), hlm. 318 

53 H. Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2011), hlm. 414 
54

 Dr.Mustafa Dib Al-Bugha (2012). Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i. Noura Books. ISBN 978-602-9498-44-8. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://id.wikipedia.org/wiki/Istimewa:Sumber_buku/978-602-9498-44-8
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Iddah diwajibkan untuk memastikan apakah perempuan tersebut 

rahimnya sedang mengandung atau tidak, hal tersebut adalah penyebab 

kenapa seorang perempuan harus menunggu dalam masa yang telah 

ditentukan. 

 Apabila ia menikah dalam masa iddah, sedangkan kita tidak 

mengetahui apakah perempuan tersebut sedang hamil atau tidak dan 

ternyata dia hamil maka akan timbul sebuah pertanyaan “Siapa bapak 

dari anak ini?” dan ketika anak tersebut lahir maka dinamakan 

“anak syubhat”, yakni anak yang tidak jelas siapa bapaknya dan apabila 

anaknya adalah perempuan maka ia tidak sah, karena ia tidak 

dinikahkan oleh walinya.Iddah. 

a. Macam – Macam Iddah  

Ada tiga macam-macam Iddah, yaitu : 

1.   Iddah sampai kelahiran kandungan 

Iddah seperti ini tidak ada perbedaan pendapat antara para 

fuqaha‟ bahwa wanita yang hamil jika berpisah dengan suaminya 

karena talak atau khulu‟ atau fasakh, baik wanita merdeka atau budak, 

wamita mislimah atau kitabiyah, iddah-nya sampai melahirkan 

kandungan. Firman Allah SWT. : 

أَُلاثُ الأحْمَالِ أجََهٍُهَُّ أنَْ يضََعْهَ حَمْهٍَهَُّ  ََ 
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“Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka 

itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”
55

  

Wanita yang hamil ditinggal suaminya karena meninggal 

dunia maka masa iddah-nya sampai melahirka kandungannya. 

adapun alasannya adalah :  

Keumuman ayat al-qur‟an. Sedangkan firman allah swt. : 

 

اجًا يخََ  ََ يرََزَُنَ أشَْ ََ نَ مِىْكُمْ  ُْ فَّ َُ انَّرِيهَ يخَُ عَشْسًاََ ََ ٍِهَّ أزَْبعََتَ أشٍَْسٍُ  سَبَّصْهَ بأِوَْفسُِ  

 

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan 

meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan 

dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari.”
56

 Ayat ini berlaku bagi 

wanita yang tidak hamil. 

  Firman allah swt. 

 

                     

                          

                    

                                                           
 

55 QS. Ath-Thalaq(65): 4 ). 
 

56
 QS. Al-Baqarah (2): 234 
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Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi 

(monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-

ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga 

bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan 

perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah 

sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang 

bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 

kemudahan dalam urusannya.
57

 

 

Kemudian ada juga ayat yang turun belakangan yaitu surah 

Al-Baqarah ayat 234 diatas, di takhshish keumumanya.wanita ber-

iddah dalam keadaan hamil selesai masa iddahnya yaitu dengan 

melahirkan kandunganya itu karena disyariaatkan bagi wanita 

kebebasan atau bersihnya rahim wanita. 

2. Iddah beberapa kali suci 

Yaitu iddah setiap perpisahan dalam hidup bukan sebab 

kematian, jika wanita itu masih haidh sebagaimana firman allah swt. 

ٍِهَّ ثَلاثتََ قسَُُءٍ  انْمُطَهَّقاَثُ يخَسََبَّصْهَ بأِوَْفسُِ ََ  

                                                           
 

57
 QS.  Ath-Thalaq (65): 4 



 
 

44 

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru‟.”
58

  

3. Iddah dengan beberapa bulan 

Masa iddah dengan beberapa bulan pada dua kondisi, yaitu 

kondisi wafatnya suami, barangsiapa yang meninggal suaminya 

setelah nikah yang shahih walaupun dalam iddah dari talak raj‟i,
59

 

iddahnya 4 bulan 10 hari, berdasarkan firman allah swt. Berdasarkan 

surah al-baqarah ayat 234 diatas. 

 

b. Hukum Iddah 

Perempuan yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai 

hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak, 

hukumnya wajib menjalani masa iddah itu, sesuai dengan firman allah swt.  

. 

 

ُ فيِ  لا يحَِمُّ نٍَهَُّ أنَْ يكَْخمُْهَ مَا خَهقََ اللََّّ ََ ٍِهَّ ثلَاثتََ قسَُُءٍ  انْمُطهََّقاَثُ يخَسََبَّصْهَ بأِوَْفسُِ ََ

ٍِهَّ   أزَْحَامِ

 

                                                           
 

58 (QS. Al-Baqarah (2): 228) 
59

 Sebagian ulama berpendapat, hikmah masa iddah 4 bulan 10 hari bahwa masa janin 120 

adalah 4 bulan. Tetapi, bulan hijaiyah terkadang kurang dari 30 hari maka disempurnakan dengan 

bilangan yang sempurna. 
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Artinya “Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang 

diciptakan Allah dalam rahimnya.”)
60

 

jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-

suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para 

suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang 

seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para 

suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya[143]
61

 dan 

Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana 

Diantara hadis nabi yang menyuruh menjalani masa iddah tersebut 

adalah apa yang disampaikan oleh aisyah menurut riwayah ibnu majah 

dengan sanad yang kuat yang artinya : “nabi sallallahu alaihi wasallam. 

Menyuruh baurairah untuk beriddah selama tiga kali haid
62

.  

Dari ijma‟ para ulama juga sepakat wajibnya iddah sejak masa Rasulullah 

saw. Ampai sekarang
63

  

c. Tujuan dan Hikmah Iddah 

Adapun tujuan dan hikmah diwajibkan Iddah itu adalah : 

                                                           
 

60
 (QS. Al-Baqarah (2): 228 

61
 [143] Hal ini disebabkan karena suami bertanggung jawab terhadap keselamatan 

dan Kesejahteraan rumah tangga (Lihat surat An Nisaa' ayat 34). 

    
62

 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 304 
63

 Ibid, hlm. 320 
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1. Memberikan kesempatan kepada suami istri untuk kembali kepada ke 

hidupan rumah tangga, apabila keduanya masih melihat adanya kebaikan 

di dalam hal itu
64

 

2. Untuk mengetahui adanya kehamilan atau tidak pada istri yang 

diceraikan. Untuk selanjutnya memelihara jika terdapat bayi di dalam 

kandungannya, agar menjadi jelas siapa ayah dan bayi tersebut.  

3. Untuk memanjangkan masa rujuk, jika cerai itu talak raj‟i.   Dengan 

adanya masa yang panjang dan lama dapat memberi peluang kepada 

suami untuk berfikir (introspeksi diri) dan mungkin menimbulkan 

penyesalan terhadap perbuatannya itu sehingga ia ingin kembali kepada 

istrinya atau akan rujuk kembali. 

4. Penghargaan terhadap hubungan suami-isteri, sehingga dia tidak 

langsung berpindah kecuali setelah menunggu dan diakhirkan 

5.  penghormatan kepada suami yang meninggal dunia.  Bagi seorang isteri 

yang kematian suami yang  dikasihinya sudah tentu akan meninggalkan 

kesan yang pahit di jiwanya,  

6. Dengan adanya iddah selama empat bulan sepuluh hari adalah 

merupakan suatu masa yang sesuai untuk ia bersedih, sebelum menjalani 

kehidupan yang baru di samping suami yang lain.
65

  

                                                           
 

64
 
Achmad Sunarto (1991). Terjemahan Fat-hul Qarib. Menara Kudus
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7. Untuk taadud, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah 

meskipun secara rasio kita mengira tidak perlu lagi
66

. 

3. Pengertian  Mut'ah 

Nafkah Mut‟ah diartikan sebagai penghibur, nafkah sesuai dengan 

kemampuannya sebagaimana telah tersebut dalam firman Allah:Inti dari 

ayat tersebut merupakan perwujudan mendapatkan persesuaian kepada 

hukum Islam dalam hal ini nafkah setelah nafkah „iddah habis. Mut‟ah juga 

berarti sesuatu yang dengannya dapat diperoleh suatu (beberapa) manfaat 

atau kesenangan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan 

bahwa tujuan pemberian mut‟ah seorang suami terhadap isteri yang telah 

diceraikannya adalah dengan adanya pemberian tersebut diharapkan dapat 

menghibur atau menyenangkan hati isteri yang telah diceraikan dan dapat 

menjadi bekal hidup bagi mantan isteri tersebut, dan juga untuk 

membersihkan hati kaum wanita dan menghilangkan kekhawatiran terhadap 

penghinaan kaum pria terhadapnya. 

Mut‟ah atau pemberian untuk penghibur dari seorang suami kepada 

isteri yang telah diceraikan itu diwajibkan, jika isteri yang diceraikan itu 

belum disetubuhi, jika sudah disetubuhi maka pemberian itu hukumnya 

                                                                                                                                                                  
 

65 Prof. Dr. Abdul Aziz M. Azzam dan Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwes, ibid, hlm. 320 

66
 Prof. Dr. Amir Syarifuddin, Ibid, hlm. 305 
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sunnah, pemberian itu diberikan untuk menghilangkan perasaan dendam 

antara mereka. 

Apabila diperhatikan jika perempuan itu harus meninggalkan rumahnya 

maka cara mengeluarkannya hendaklah dengan sopan santun sehingga tidak 

menyebabkan sakit hatinya, dan kepadanya harus diberikan ongkos dan 

bekal yang wajar, sehingga pemberian itu  benar-benar merupakan hiburan 

yang meringankan penderitaan hatinya akibat perceraian itu. 

Hukum pemberian nafkah bagi mantan isteri 

Para fuqaha berbeda pendapat, ada Fuqaha yang berpendapat bahwa 

nafkah (mut‟ah) itu wajib diberikan kepada isteri yang diceraikannya, 

apabila suami telah sempat berhubungan dengannya, baik maharnya telah 

ditentukan atau belum, dan juga kepada isteri yang telah diceraikan sebelum 

sempat dicampurinya apabila maharnya telah ditentukan. Hasan Basri 

berpendapat bahwa mut‟ah itu wajib, hal ini didasarkan pada firman Allah 

dalam Surat al-Baqarah (2): 241. Persolan mut‟ah juga dimuat dalam 

Kompilasi Hukum Islam antara lain pasal 158, yang menyatakan Mut‟ah 

wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat: a. Belum ditetapkan 

mahar bagi isteri ba’da dukhul. b.Perceraian itu atas kehendak suami. 

Biaya penghidupan juga diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu yang 

berlaku di Pengadilan termuat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, 

tentang Perkawinan pasal 41 c, yang berbunyi: Pengadilan dapat 

mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan 
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dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isteri. Sedangkan 

menurut Imam asy-Syafi‟i, diwajibkan untuk setiap isteri yang diceraikan, 

jika putusan perkawinan datang dari pihak suami, fuqaha Dahiri juga 

sependapat dengan hal ini, Imam asy-Syafi‟i memberikan pengecualian bagi 

isteri yang telah ditentukan mahar untuknya dan dicerai sebelum digauli, 

jumhur ulama juga memegangi pendapat ini. 

Imam  Malik berpendapat sebaliknya, hukum memberikan mut‟ah 

hanya dianjurkan (mustasab) dan tidak wajib untuk semua wanita yang 

ditalak, sedangkan maskawin belum ditetapkan dan dianjurkan bagi wanita 

yang ditalak dan maskawin telah ditentukan, Sedangkan dalam Kompilasi 

Hukum Islam di Indonesia, Buku I Hukum Perkawinan Bab XVII pasal 149 

(a) pasal 158 yang berbunyi: 

َنهمطهقّج مخع بانمعسَف حقاّ عهي انمخقّيه   

ّّ نخضيقُّا عهيٍهّ  َإن   أسكىٌُهّ مه حيث سكىخم مه َجدكم َلا حضازٌَّهّ

حخيّ يضعه حمهٍهّ فئن أزضعه نكم فأحٌُهّ   كهّ أَلاث حمم فأوفقُا عهيٍهّ 

نيىفق  أجُزٌهّ َأحمسَا بيىكم بمعسَف َإن حعاسسحم فسخسضع نً أخسِ

 دَسعت مه سعخً
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َمه قدز عهيً زشقً فهيىفق ممّا أحً اللَّ لايكهفّ اللَّ وفسا إلاّ ماأحٍا سيجعم اللَّ 

 بعد عسس يسسا

لا جىاح عهيكم إن طهقّخم انىسّاء ما نم حمسٌُّهّ أَ حفسيضُا نٍهّ فسيضت 

َمخعٌُّهّ عهّ انمُسع قدزي َعهّ انمقخس قدزي مخعا بانمعسَف حقا عهّ 

 انمحسىيه

يخُفُن مىكم َيرزَن أشَاجا َصيت لأشَاجٍم مخاعا إنّ انحُل  َانريه

غيس إخساج فئن خسجه فلا جىاح عهيكم في ما فعهه في أوفسٍه مه معسَف 

 َاللَّ عصيص حكيم َنهمطهقاث مخاع بانمعسَف حقا عهّ انمخقيه

ياأيٍا انريه ءامىُا إذا وكحخم انمؤمىاث ثم طهقخمٌُه مه قبم أن حمسٌُه 

ٍه مه عدة حعخدَوٍا فمخعٌُه َسسحٌُه سساحا جميلافما نكم عهي  

Pasal 149. 

a. “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib 

memberikan mut‟ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang 

atau benda kecuali bekas isteri tersebut qabla dukhul.” 

Pasal 158. 

“Mut‟ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: 

a.   Belum ditetapkan mahar bagi isteri ba‟da dukhul. 
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b.   Perceraian itu atas kehendak suami.” 

Dari pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang 

wanita yang telah dicerai masih berhak mendapatkan nafkah dari mantan 

suaminya tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada 

pasal-pasal tersebut. 

4.  Hak pemeliharaan anak 

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X 

pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak 

mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur biasanya hak 

perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105, yang 

menyatakan: bahwa dalam hal terjadi perceraian: 

  Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 

tahun adalah hak ibunya.Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz 

diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayahnya atau ibunya 

sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaan ditanggung 

oleh ayahnya. 

Dalam hadis disebutkan: 

 َأن أباي  إنّ امسأة قانج يازسُل اللَّ: إنّ إبىىي ٌرا كان بطىي نً َعاء َثدبي نً سقاء َحجسىهً حُاء

 طهقّىي َأزاد أن يخسعً مىيّ فقال نٍا زسُل اللَّ: أوج أحقّ بً مانم حىكحّ

Di samping itu, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan pasal 50 juga menetapkan : 
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1.  Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan, yang tiada dibawah kekuasaan orang tua, 

berada dibawah kekuasaan wali. 

2. Perkawinan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta 

bendanya. 

 

Pada dasarnya baik ibu maupun bapak mempunyai hak yang sama 

untuk menjadi wali dari anak-anaknya berdasarkan keputusan pengadilan. 

Namun, hak perwalian dapat dicabut oleh pengadilan jika mereka (baik ibu 

atau bapak) lalai atau tidak mampu menjalankan perwalian tersebut. 

B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasikan 

beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya 

a. Bagaimana  cara mengambil keputusan tentang nafkah isteri 

yang di ceraikan yang memang tidak ada aturan baku nya 

menurut undang undang Negara maupun dalam hadist dan al-

qur‟an secara jelas. 

b. Bagaimana Hakim mengambil keputusan terhadap kasus 

perceraian yang ada rekonvensinya 
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c. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan masalah masalah 

tersebut 

d. Apa akibat dari perceraian 

e. Apa hak isteri pasca perceraian 

f. Bagaimana nafkah anak setelah terjadinya perceraian 

2. Pembatasan  Masalah 

Agar penelitian ini lebih akurat dan terarah sehingga tidak 

menimbulkan masalah- masalah yang baru serta melebarnya pembahasan, 

maka penulis membatasi permasalahan ini pada masalah pemberian nafkah 

pada isteri yang diceraikan pada putusan pengadilan agama kabupaten 

Indragiri Hilir, khususnya pada putusan yang penulis ambil sebagai sampel 

yang beada di wilayah kabupaten Indragiri Hilir Tembilahan dengan 

mengambil tiga buah sample putusan pengadilan yang berlatar belakang 

yang berbeda yaitu hasil putusan Pengadilan Agama Perkara  Nomor 

482/pdt/G/2016/PA., Perkara  Nomor 246/Pdt.G/2017/PA.Tbh dan Putusan 

Perkara Nomor 0086/Pdt.G/2018/PA.Tbh supaya dapat menganalisa antara 

satu putusan dengan putusan yang lainnya. 

C. Rumusan Masalah 

Di dalam pasal 149 angka b kompilasi hukum islam (KHI) 

menjelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas 

suami wajib memberi nafkah makan (tempat tinggal), dan kiswah(pakaian) 
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kepada bekas isteri selama dalam massa iddah, kecuali bila bekas isteri telah 

dijatuhi thalak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.dalam hal 

ini tentunya harus berdasarkan putusan pengadilan, dalam hal ini penulis 

mengambil rumusan masalah. 

a. Faktor apa saja yang mempengarui putusan hakim dalam 

menetapkan besaran nafkah iddah bagi isteri yang di ceraikan ?  

b. Bagai cara hakim dalam memutuskan jumlah besaran nafkah 

iddah bagi istri yang di ceraikan.  

1. Akibat Cerai Talak 

 Dalam ajaran islam sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasullulah 

SAW, talak merupakan perbuatan yang dihalalkan akan tetapi dibenci oleh 

Allah. Meskipun talak pada prinsipnya dihalalkan oleh Allah, akan tetapi 

pada keadaan tertentu talak tersebut dilarang untuk dijatuhkan pada  istri, 

berdasarkan keadaan-keadaan tertentu.  

 Dalam Islam dikenal, talak sanni dan talak bid‟i. Talak sanni adalah 

talak yang berjalan sesuai ketentuan agama, yaitu seseorang suami mentalak 

perempuan yang pernah dicampurinya dengan sekali talak pada masa yang 

bersih dan belum ia sentuh kembali selama masa bersih itu intruksi Presiden 

RI No 1 tahun 1991 tentangkompilasi Hukum Islam Pasal 121 meyebutkan 

bahwa talak sunni adalah talak yang dibolehkan yaitu talak yang di berikan 

kepada istri yang sedang suci dan tidak di campuri pada waktu suci. 
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Selanjutnya, talak bid‟i adalah talak yang dilarang oleh ajaran agama Islam 

Pasal 122 intruksi Presiden Republik Indonesia No 1 tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam  meyebutkan “talak bid‟i adalah talak yang 

dilarang di jatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid atau istri dalam 

keadaan suci tetapi sudah di campuri pada waktu suci itu”.  

 Pada prinsipnya talak bid‟i dan talak sunni hanya dilihat dari 

keadaan yang akan di talakkan tersebut dalam keadaan suci atau tidak dalam 

ajaran islam dikenal pula jenis-jenis talak yaitu talak Raj‟i dan talak bain 

sugro yaitu: 

a. Talak kesatu atau kedua dan suami berhak untuk rujuk selama 

istri dalam masa idah (Vide pasal 118 Intruksi Presiden No 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam). Talak ba‟in sugro 

tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah lagi dengan bekas 

suaminya meskipun dalam keadaan pada masa iddah, Talak bain 

sugro dapat terjadi karena: (1) Talak yang terjadi sebelum suami 

istri bercampur (qabla al dhukul), (2) Talak dengan tebusan (3) 

Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama (vide Pasal 119 

Inpres No.1 tahun 1991). 

b. Talak ba‟in kubro yaitu talak yang terjadi untuk ketiga kalinya 

talak ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali 

kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah istri menikah 

dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian setelah 
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diantara suami istri tersebut pernah bercampur (perceraian ba‟dal 

dhukul) perceraian tersebut telah pula habis, masa iddahnya. 

 Apabila perkawinan putus atau terjadi perceraian, persoalan tidak 

begitu saja selesai akan tetapi timbul akibat-akibat hukum yang harus 

dipatuhi oleh pihak-pihak yang bercerai. pada umumnya akibat hukum dari 

perceraian yang sering timbul adalah tentang hadanah apabila anak sudah 

mumayyiz (berumur 12 tahun) hendaknya diselidiki oleh yang berwajib 

siapakah di antara kedua orang tua yang lebih cakap untuk mendidik anak 

tersebut
67

 Akibat lain yang timbul adalah berkaitan dengan biaya nafkah 

anak tersebut dan harta sarikah (harta bersama)
68

 dalam Undang-Undang 

No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 41 disebutkan bahwa akibat 

putusnya Perkawinan karena perceraian adalah : 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, Bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak maka pengadilan 

yang akan memberi keputusan. 

b. Yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, Bilamana bapak dalam 

                                                           
 

67
9 Hasballah Thalib, Op Cit., hal. 12. 

68
10 Harta bersama adalah harta benda dan kekayaan yang diperoleh suami istri 

selamaberlangsungnya perkawinan. Ibid., hal. 133. 
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kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan 

dapat menemukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menemukan sesuatu 

kewajiban bagi mantan istri. Jika kita perhatikan pula, dalam intruksi 

Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi hukum Islam akibat 

putusnya perkawinan lebih di perinci yakni akibat cerai talak, cerai 

gugat khuluk dan lian11. 
69

Hak seorang suami untuk menceraikan 

diatur dalam Pasal 
70

 

Sedangkan dalam intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 tentang 

kompilasi hukum Islam di atur dalam pasal 129 sampai dengan pasal 131 

Oleh karena itu, cerai talak adalah hak suami menceraikan istri dengan 

alasan yang cukup sebagai mana telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan yang berlaku
71

. Akibat terjadinya cerai talak menurut ketentuan 

Pasal 149 Intruksi Presiden RI No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

islam dinyatakan sebagai berikut : 

a. Bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami 

wajib memberikan mut‟ahyang layak kepada bekas istri baik 
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Ahmad Rofiq, Op Cit., hal. 282 

70
Sayyid Sabiq, Op Cit., hal. 42-43. 

71
Ibid, hal 44 
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berupa uang atau benda kecuali istri   belum pernah di campuri 

oleh suaminya (qobla al dhukul) 

b. Suami memberikan nafkah, maskan (tempat tinggal) dan qiswah 

(pakaian kepada istri selama masa idah kecuali istri telah dijatuhi 

talak ba‟in atau istri musyuz (istri durhaka) dan dalam keadaan 

tidak hamil 

c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh 

apabila tidak dicampuri (qolla al dhukul) memberikan biaya 

Hadanah untuk anaknya yang belum mencapai 21 tahun. 

2 Akibat Cerai Gugat 

Cerai gugat adalah permohonan yang diajukan oleh seorang istri 

kepada pengadilan agama dengan maksud untuk bercerai dengan suaminya 

yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Hal ini diatur dalam 

Pasal 156  Inpres RI No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam 

yang menyebutkan bahwa Anak yang belum Mumayyiz (berusia 12 tahun) 

berhak mendapatkan hadanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal 

dunia maka kedudukannya di gantikan oleh : 

a. Wanita-wanita dalam garis ke atas dari ibu. 

b. Ayah. 

c. Wanita-wanita dalam garis ke atas dari ayah. 

d. Saudari perempuan dari anak yang bersangkutan. 
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e. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu. 

f. Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. 

3 Akibat Khuluk 

Khuluk atau talak tebus adalah talak yang diucapkan oleh suami 

dengan pembayaran dari pihak istri kepada suami Talak ini boleh dilakukan, 

baik sewaktu suci ataupun sewaktu haid karena biasanya talak tebus ini 

terjadi atas kehendak istri. Pasal 61 Intruksi Presiden Republik Indonesia No 

1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa 

perceraian dengan jalan khuluk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat di 

rujuk. 

 Dalam perceraian akibat khuluk, walaupun pada hakikatnya 

perceraian itu adalah atas kehendak istri namun mengenai biaya nafkah anak 

yang terjadi akibat tetap menjadi tanggung jawab orang tua laki-laki (ayah). 

D. Penelitian Terdahulu         

Pembahasan tentang Peradilan Agama telah banyak ditulis oleh para 

peneliti dalam negeri yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku, dan setelah 

diadakan pengamatan belum ada yang melakukan studi kebijakan Pengadilan 

Agama
72

Kebanyakan membahas tentang kedudukan dan kekuasaan Pengadilan 
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Peneliti dalam negeri seperti Mahfudz MD, Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum 

Islam Dalam Tata Hukum di Indonesia(Yogyakarta:UII Press,1992); Amir Muallim , Peradilan 
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Agama dan juga Analisis putusan hakim Pengadilan Agama serta 

mengkomparasikan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 

hak istri yang diceraikan diantara dua Negara. 

Pertama, tesis yang ditulis oleh Muhammad Nawawi dengan judul “ 

Penerapan ex officio dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak Istri dan Hak Anak 

Pasca Perceraian di Pengadilan Agama se-DI. Yogyakarta”.Dalam penelitian 

tersebut membahas tentang Hak ex officio hakim yang merupakan suatu 

kewenangan yang dimiliki oleh hakim karena jabatannya untuk bertindak 

menyelesaikan suatu permasalahan tertentu di luar peraturan perundang-

undangan.Dalam perkara perceraian nafkah „iddah dan muth‟ah merupakan 

kewajiban suami yang melekat yang harus ditunaikan suami terhadap istri, 

tetapi tidak sedikit pihak istri yang mengetahui hak-hak yang harus didapat 

pasca perceraian maka hakim dapat menggunakan hak ex officio. 

Hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) UU No. 1 Tahun 1974 yang 

menyatakan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami 

untukmemberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban 

bagimantan istri”. Akan tetapi pada kenyataannya yang terjadi di pengadilan 

agama saat ini khususnya pengadilan agama yang berada diwilayah D.I. 

Yogyakarta, hak pasca perceraian yang diputus oleh hakim ada yang diputus 

                                                                                                                                                                  
 

Agama di Indonesia (Yogyakarta: UII Press, 1996); dan Latif, Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan 

Agama di Indonesia (Jakarta : Bulan Bintang,1983). 
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secara ex officio seperti nafkah „iddah, nafkah mut‟ahdan nafkah madhiyah 

sebagai bentuk perlindungan terhadap mantan istri, ada juga yang tidak diputus 

secara ex officio seperti hak hadhanah sebagai bentuk perlindungan terhadap 

anak. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field reseacrh) dengan 

menggunakan pendekatan sosiologi hukum, teori yang digunakan dalam 

penelitian adalah teori hukum progresif bahwa pelaksanaan hukum harus 

memberi manfaat, karena memang hukum adalah untuk manusia. Hasil 

penelitian ini adalah pertama, hak ex officio hakim penggunaannya adalah 

ketika istri tidak mengetahui hak-hak yang didapat maka secara ex officio 

hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dapat menghukum bagi suami 

untuk memberikan nafkah iddah dan mut‟ah sebagai bentuk perlindungan 

terhadap hak mantan istri, meskipun istri tidak mengajukan rekonpensi tentang 

nafkah iddah dan muth‟ah kepada suami.  

Selanjutnya dalam pengasuhan anak pasca perceraian menjadi kewajiban 

bersama kedua orang tua demi kepentingan terbaik bagi anak.Dalam hal biaya 

dan nafkah hadhanah ini menjadi kewajiban ayah terhadap anaknya.Penentuan 

biaya tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, apabila 

tidak terjadi kesepakatan maka hakim secara ex officio dalam menentukan biaya 

nafkah anak sesuai dengan kemampuan suami. 

Didalam mengadili perkara hakim mempertimbangkan beberapa aspek 

yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum.kedua, Dasar 
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hukum hakim Pengadilan Agama Se-D.I. Yogyakarta dalam menggunakan hak 

ex officioadalah : 

1. Pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 Tahun 1974,  

2. Pasal 24 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 

1975, 

3. Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam,  

4. Asas equality before the law, selanjutnya pertimbangan hakim 

dalam penggunaan hak ex officiodi Pengadilan Agama Se-D.I. 

Yogyakarta dengan melihat beberapa aspek dalam mengambil 

keputusan yaitu: 

a) Segi kepatutan hukum,  

b) Segi kelayakan hukum, 

c) Segi keadilan hukum,  

d) Adanya tuntutan subsider,  

e) Keberanian hakim.
73

 

Kedua, tesis wahyu setiawan dengan judul “ Hak Nafkah Perempuan 

Pasca Perceraian (Studi Atas Undang-undang Perkawinan India dan Indonesia), 

fokus tesis tersebut adalah membahas tentang konsep perundang-undangan 
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 Muhammad Nawawi, Penerapan Hak Ex Officio dan Ijtihad Hakim Dalam Perkara Hak 

Istri dan Hak Anak Pasca Perceraian di Pengadilan Agama se-DI.Yogyakarta, tesis, (Yogyakarta : 

Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga,2016) 
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keluarga muslim di India dan Indonesia dalam bidang nafkah pasca perceraian. 

Penulis melihat persamaan dan perbedaan Undang-undang dari kedua negara 

tersebut. Metode penemuan hukumnya dan proses keberanjakannya dari fiqh 

tradisional kepada fiqh kontemporer. Metode yang digunakan penulis adalah 

metode komparatif (perbandingan).Adapun metode yang digunakan penulis 

adalah metode parsial-deduktif dan metode perpaduan tematik-holistik. 

Metode parsial-deduktif adalah kajian yang bersifat atomistik yang 

merupakan karakteristik dari corak pemikiran Islam zaman tengah. Sedangkan 

perpaduan antara tematik-holistik yakni berusaha mengembangkan metode 

terdahulu agar tidak hanya terpaku pada literalisme teks yang dikaji secara 

atomistik.Hal ini digunakan oleh penulis dalam rangka membangun metodologi 

baru antara teks suci dengan realitas dunia moderen.Jenis penelitian ini adalah 

library Research dengan sifat penelitan deskriptif-analitik-komparatif, dengan 

pendekatan normatif-yuridis. 

Penulis memahami dari penelitian tersebut peneliti ingin melihat 

bagaimana Undang-undang Negara India dan Malaysia mengatur tentang hak 

nafkah perempuan pasca perceraian. Dimana, penelitian ini  memberikan 

kesimpulan bahwa hak-hak perempuan di India dan Malaysia dalam persoalan 

hak pasca perceraian mengalami keberanjakan hukum dari konsep fiqh 

tradisional dalam beberapa aspek, meliputi : defenisi nafkah, bentuk putusnya 

perkawinan yang menimbulkan nafkah, keadaan yang mempengaruhi hak 
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nafkah, ketentuan hukum bagi suami yang lalai, dan orientasi kesejahteraan 

sosial ekonomi istri pasca perceraian.
74

 

Ketiga, tesis yang ditulis oleh Abdul Aziz dengan judul “Kebijakan 

Negara Untuk Perempuan (Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan 

Indonesia dan Malaysia)”.Fokus penelitian ini adalah melihat kebijakan negara 

untuk perempuan, dalam hal ini penulis melakukan penelitian pada dua negara 

yakni Indonesia dan Malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan 

(Library Research), oleh karena itu sumber penelitiannya adalah perundang-

undangan muslim kontemporer Indonesia dan Malaysia. Metode yang 

digunakan adalah metode analisa isi (content analisy).Penelitian ini merupakan 

penelitian deskriptif komparatif yaitu, fakta-fakta yang ada dalam kitab-kitab 

fiqh tradisional, perundang-undangan di analisis dan kemudian di 

komparasikan.Sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan 

sosiologis, normatif, dan yuridis. 

Penelitian tersebut memberikan hasil ataupun kesimpulan, yakni : 

1. Kebijakan yang diberikan oleh perundang-undangan di Indonesia 

dalam hal nafkah istri mengalami keberanjakan dari fiqh tradisional. 

Ini sama dengan hasil penelitian diatas, yaitu tesis yang ditulis oleh 
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wahyu setiawan.  Keberanjakan tersebut tidak hanya terjadi dalam 

perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga di Malaysia. 

2. Persoalan kebijakan mut‟ah di kedua negara juga mengalami 

keberanjakan, hanya saja di Malaysia keberanjakan tersebut jauh 

lebih maju dibandingkan di Indonesia yang masih terikat dengan 

beberapa syarat. 

3. Kedua negara sesungguhnya telah berupaya dan bersungguh-

sungguh mengangkat harkat dan derajat perempuan dengan membuat 

kebijakan. Meskipun dalam proses dan dalam pemberlakuannya 

belum sepenuhnya total. 
75

 

Dari beberapa penelitian diatas, diketahui bahwa belum ada penelitian 

yang membahas tentang kebijakan Peradilan Agama dalam hal pemenuhan hak 

nafkah istri yang diceraikan. Dari beberapa penelitian diatas, hanya 

memfokuskan ijtihad hakim dan analisis putusan hakim. Oleh karena itulah 

penelitian ini dilakukan sebagai lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya 

dengan memfokuskan pembahasan terbatas pada persoalan Keputusan 

Pengadilan agama Tembilahan dalam pemenuhan  nafkah istri yang diceraikan. 
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 Adapun objek penelitian penulis yakni pada pengadilan agama 

Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir  dengan fokus pada penelitian bagaimana 

dewan hakim dalam mengambil keputusan tentang pemberian nafkah terhadap 

isteri yang di ceraikan, apa pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan 

tersebut Pendekatan yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yakni 

pendekatan yuridis sosiologis (non doktrinal) dan pendekatan normatif 

(doktrinal), artinya, penulis akan melihat kebijakan tersebut efektifkah, dengan 

kata lain apakah kebijakan tersebut diterima oleh para pihak yang merupakan 

objek dari kebijakan tersebut, dan kemudian pendekatan normatif adalah 

kebijakan tersebut apakah merupakan persoalan tentang apa yang tertulis atau 

persoalan tentang apa yang seharusnya, dimana, pada kesimpulan penelitian ini 

penulis hendak melihat apakah kebijakan tersebut memang layak untuk 

diberlakukan secara nasional dengan menempatkannya menjadi salah satu pasal 

dalam aturan perundang-undangan. 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan jenis penelitian 

yakni penelitian hukum empiris.yakni melihat identifikasi hukum dan 

efektivitas hukum. 

 


